
 

 

 

 

BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan melakukan 

penyederhanaan birokrasi dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, 

maka perlu didukung perangkat daerah yang rasional, 

proporsional, efektif dan efisien; 

 

  b. bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi 

dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, perlu ditinjau 

kembali; 

 

  C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaiman telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5587) sebagaiman telah diubah beberapa 

kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1605); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144); 

 

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan 

Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 546); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

 
dan 

 

BUPATI NUNUKAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT 
DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 

3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. 

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan. 

9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nunukan. 

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nunukan. 

 

 

 



11. Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

12. Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis yang 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 

 

BAB II 

    ASAS DAN PRINSIP 

 

Pasal 2 
 

 

(1) Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: 

a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;  

b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 

c. efisiensi; 

d. efektivitas; 

e. pembagian habis tugas;  

f. rentang kendali;  

g. tata kerja yang jelas; dan 

h. fleksibilitas. 

(2) Dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah selain kriteria 

umum penyederhanaan struktur organisasi juga mempertimbangkan kriteria 

khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi: 

a. spesialisasi urusan pemerintahan; 

b. karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan; 

c. sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan; 

d. formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan; 

e. kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia; dan 

f. kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana. 

 

 

Pasal 3 

 

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip: 

a. memperhatikan kondisi daerah; 

b. kebutuhan daerah; 

c. beban kerja daerah; 

d. tepat ukuran; dan 

e. tepat fungsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

 

Bagian Kesatu  

Pembentukan Perangkat Daerah 

 

Pasal 4 
 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

 

Pasal  5 

 
 

(1) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 terdiri dari:  

a. Sekretariat Daerah (Tipe A); 

b. Sekretariat DPRD (Tipe C); 

c. Inspektorat Daerah (Tipe A); 

d. Badan Daerah dan Dinas Daerah; dan  

e. Kecamatan. 

(2) Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terdiri dari: 

a. Dinas Perhubungan (Tipe A); 

b. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A); 

c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe B); 

d. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); 

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A); 

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A); 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tipe B); 

h. Badan Pendapatan Daerah (Tipe B); 

i. Dinas Pendidikan (Tipe A); 

j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (Tipe A); 

k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe 

B); 

l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(Tipe A); 

m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A); 

n. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A); 

o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan (Tipe A); 

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A); 

q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Tipe A); 

r. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A); 

s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tipe A); 

t. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan 

(Tipe A); 

u. Dinas Perikanan (Tipe A); 

v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B); 

w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Tipe A); 

 

 

 



 

x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B); 

y. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe 

A); dan 

z. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata (Tipe 

A). 

(3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari: 

a. Kecamatan Nunukan (Tipe A); 

b. Kecamatan Nunukan Selatan (Tipe A); 

c. Kecamatan Sebatik (Tipe A); 

d. Kecamatan Sebatik Utara (Tipe A); 

e. Kecamatan Sebatik Timur (Tipe A); 

f. Kecamatan Sebatik Barat (Tipe A); 

g. Kecamatan Sebatik Tengah (Tipe A); 

h. Kecamatan Sei Menggaris (Tipe A); 

i. Kecamatan Sebuku (Tipe A); 

j. Kecamatan Tulin Onsoi (Tipe A); 

k. Kecamatan Sembakung (Tipe A); 

l. Kecamatan Sembakung Atulai (Tipe A); 

m. Kecamatan Lumbis (Tipe A); 

n. Kecamatan Lumbis Ogong (Tipe A); 

o. Kecamatan Lumbis Hulu (Tipe A); 

p. Kecamatan Lumbis Pansiangan (Tipe A); 

q. Kecamatan Krayan (Tipe A); 

r. Kecamatan Krayan Timur (Tipe A); 

s. Kecamatan Krayan Selatan (Tipe A); 

t. Kecamatan Krayan Barat (Tipe A); dan  

u. Kecamatan Krayan Tengah (Tipe A). 

 

Bagian Kedua 

Susunan Perangkat Daerah 

 

Paragraf 1 

Sekretariat Daerah 

 

Pasal 6 
 

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

terdiri atas 3 (tiga) asisten. 

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 

(empat) bagian. 

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 

(tiga) subbagian. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paragraf 2 

Sekretariat DPRD 

 

Pasal 7 
 

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 

terdiri atas 3 (tiga) bagian.  

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 

(dua) subbagian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Paragraf 3 

Inspektorat Daerah  

 

Pasal 8 

 

(1) Inspektorat Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling 

banyak 4 (empat) Inspektur pembantu. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) 

subbagian. 

 

Paragraf 4 

Badan Daerah dan Dinas Daerah 

 

Pasal 9 

 

(1) Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

ayat (1) huruf d dengan Tipe A  terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling 

banyak 5 (lima) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 

3 (tiga) subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) 

seksi/subbidang. 
 

Pasal 10 

 

(1) Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

ayat (1) dengan Tipe B terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) 

bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) 

subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) 

seksi/subbidang. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 11 

 

(1) Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

ayat (1) dengan Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 

(dua) bidang. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) 

subbagian. 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) 

seksi/subbidang. 
 

Pasal 12 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Badan Daerah dan Dinas Daerah diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

Paragraf 5 

Kecamatan 

 

Pasal 13 
 

 

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dengan 

tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi.  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 

2 (dua) subbagian.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 

Pasal 14 
 

 

(1) Pada  Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis. 

(2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah 

induknya. 

(3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan tetap melaksanakan tugas 

dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Nunukan. 

(4) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

sebagai unit organisasi bersifat khusus. 

(5) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah serta 

bidang kepegawaian. 

(6) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

STAF AHLI 

 

Pasal 15 
 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli. 

(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif 

dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 

(tiga) staf ahli. 

(4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan. 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati dilakukan oleh Bupati. 

 

Pasal 16 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas memberikan 

rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai 

keahliannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

 

BAB VI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

 

Pasal 17 
 

 

(1) Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan 

oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan 

memberhentikan kepala perangkat daerah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 18 

 
 

 

 

Unit pelaksana teknis yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai 

dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit pelaksana 

teknis yang baru. 
 

Pasal 19 
 

(1) Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini, tetap 

melaksanakan tugas, kegiatan sampai dengan pengangkatan pertama 

dalam Jabatan Fungsional 

(2) Pengisian jabatan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini 

untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya Januari 2022. 

(3) Penyusunan laporan keuangan dan aset pada Perangkat Daerah untuk 

tahun 2021 adalah tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan 

dan anggaran Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk 

pertanggungjawabannya. 

 

 

 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 20 
 

 

 

Penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Tahun 2022 harus sudah 

berdasarkan pada Susunan Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini. 
 

 

Pasal 21 
 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: 

a. pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 10), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan  

b. peraturan Pelaksanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini 

ditetapkan, masih tetap berlaku, dan dilakukan penyesuaian paling 

lambat sampai dengan 31 Desember 2021. 
 

Pasal 22 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Nunukan. 
 

  Ditetapkan di  Nunukan 

pada tanggal 23 September 2021            
     
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

            ttd 
 

ASMIN LAURA HAFID 
 

Diundangkan di Nunukan 

pada tanggal 23 September 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

             ttd 
 
 

      SERFIANUS  
 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN NUNUKAN  TAHUN 2021  NOMOR 10       
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI 

KALIMANTAN UTARA : 80/9/2021     

 


